




A. Latar Belakang 
 Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
menjelaskan bahwa bumi dan airr serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Wujud daripada konstitusi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 
adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 
 Hak atas tanah yang didapatkan dari negara terdiri daripada hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Tiap hak 
memiliki karakteristik tersendiri dan semua tanah wajib untuk dilakukan 
pendaftaran menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus daripada hak 
milik adalah teradapat hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dimiliki oleh orang atas tanah.1  
 Hukum waris merupakan suatu hukum yang menjelaskan pengaturan 
mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meinggal dunia yang 
diberikan kepada pihak terkait berdasarkan hak seperti keluarga atau masyarakat 
lebih berhak. Peninggalan sebuah warisan terkait dengan benda.2 
Pasal 832, Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris 
ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di 
 
1 Edwin Nehemia Wuisan, Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang 
Bersengketa, Lex Crimen Volume V Nomor 6, Agustus 2016, hal. 63. 
2 Saleh Adiwinata, 1984, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah, Bandung: Remadja Karya, hal. 25. 
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luar  perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-
 peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup 
terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang 
wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga 
harta  peninggalan mencukupi untuk itu. 
Berdasarkan hal ini, penggolongan ahli waris dibagi menjadi, yaitu:3 
a. Keturunan, namun dalam BW Pasal 582 menyebutkan bahwa anak laki-laki 
tidak dibeda-bedakan dalam masalah kelaminnya.  b. 
b. Anak angkat, di dalam BW tidak mengenal angkat, seperti pada pasal 12 
dari  peraturan tersebut, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. c. 
c. Istri yang ditinggal mati oleh suami, atau suami yang ditinggal mati oleh istri 
disamakan sebagaimana haknya dengan seorang anak, ini sesuai dengan 
Pasal 852a 
 
 Pasal 23 Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria, menjelaskan; 
(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 
dimaksud dalam pasal 19. 
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 
mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak 
tersebut. 
 
 Pasal 23 UUPA menjelaskan hak milik atas tanah wajib dilakukan 
pendaftaran baik yang diperoleh karena permohonan maupun karena peralihan 
hak, begitupula dengan penghapusan dan pembebanan hak milik juga harus 
didaftarkan. Peralihan milik karena pewarisan merupakan istilah yang dipakai 
 
3 Oemarsalim, 2002, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 24-42.  
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untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan peninggalan daripada 
pewaris kepada ahli warisnya.4 
 Beralihnya kepemilikkan hak atas tanah dan bangunan kepada ahli waris 
berdasarkan ketentuan hukum maupun wasiat maka secara langsung hak milik 
sudah berpindah. Untuk mendapatkan kekuatan pembuktian tanah daripada 
pewaris maka surat keterangan waris sangat dibutuhkan selain daripada surat 
pendaftaran tanah.5 
 Pembuktian terhadap ahli waris terkadang menimbulkan masalah dimana 
terdapat kasus perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan tanah dan 
bangunan tanpa sepengetahuan ahli waris. Dimana kasusnya bermula ketika 
anak yang bernama Jenny Tri Purnaningsih adalah ahli waris dari pernikahan 
Almarhum Bapak Soegiman dan Almarhumah Wismiarsih hal ini dibuktikan 
dengan Akta kelahiran Nomor 429/X/22/1987 2 oktober 1987. Semasa hidup 
sepasang suami istri membeli sebidang tanah dengan SHM Nomor 463 yang 
terletak di Jalan Adi Sucipto, Gg. Mangga II nomor 8 Rt. 003/Rw 007, 
Kecamatan Laweyan atas nama Almarhumah Wismiarsi. 
 Ketika almarhumah meninggal dunia ternyata hak waris berupa tanah 
dan bangunan (obyek sengketa) dilakukan pemecahan menjadi 2 sertifikat yaitu 
dengan SHM Nomor 03460 dan SHM Nomor 03461 atas nama Soegiman, 
bachelor of engineering, Doktorandus Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi 
Asfricani Handayani, Sarjana Hukum. Alasan pemecahan tanah yang dilakukan 
 
4 H. Hilman Haadikusuma, 1990, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 13. 
5 Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 102. 
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oleh Soegiman dan Doktorandus Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi 
Asfricani Handayani karena semasa hidup Almarhum dan Almarhumah hanya 
memiliki 2 anak bukan 3 anak. Sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah 2 
saja. Pemecahan tanah dilakukan dihadapan notaris dan PPAT resmi tanpa 
sepengetahuan daripada Jenny Tri Purnaningsih, sehingga hal ini sangat 
merugikan hak daripada Jenny Tri Purnaningsih. Obyek sengketa berupa hak 
waris atas tanah dan bangunan digunakan untuk lahan bisnis oleh Doktorandus 
Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani. Hal ini merupakan 
perbuatan melanggar hukum. 
Bahwa peralihan hak atas tanah bersertipikat hak milik No. 463 / Jajar 
dari Nyonya Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman, Bachelor of 
Engineering, Doktorandus Sanjaya Rina Dwi Asfricani Handayani, SH, adalah 
tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan sama 
sekali. Bahwa dasar peralihan tanah SHM NO. 463/Jajar tersebut berdasarkan 
Surat keterangan waris tertanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Tergugat I, 
Tergugat II yang menyebutkan jika almarhumah ibu Wismiarsi hanya memiliki 
2 (dua) anak saja adalah keterangan yang tidak benar mengingat anak 
almarhumah ibu Wismiarsi dengan bapak Soegiman, BE adalah 3 (tiga) orang. 
Pasal 834 KUHPerdata menjelaskan bahwa; tiap-tiap waris berhak memajukan 
gugatan guna memperjuangkat hak warisnya terhadap segala mereka yang baik 
atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh 
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atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap merekam yang secara licik 
telah menghentikan penguasaannya. 
 Pelanggaran hokum juga dilakukan oleh Notaris dan PPAT dikarenakan 
saat memberikan pengesahan terhadap kepemilikan harta tidak melakukan 
pengecekan terlebih daulu mengenai status daripada tanah tersebut. Sedangkan 
tanah tersebut merupakan warisan (ahli waris)|, atas dasar tersebut hak daripada 
penggugat mengenai tanah tidak ada dan nottaris merugikan hak penggugat 
sebagai waris. 
 Perbuatan yang dilakukan oleh Soegiman, Doktorandus Sanjaya Wisnu 
Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani merupakan perbuatan melawan 
hukum juga berarti tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain 
dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan 
hak untuk meminta ganti rugi.6 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 
1365 KUHPerdata terdiri dari beberapa unsur yaitu; a) adanya suatu perbuatan; 
b) perbuatan tersebut melawan hukum; c) adanya kesalahan dari pihak pelaku; 
d) adanya kerugian korban; e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan 
kerugian.7  
Perbuatan daripada Tergugat bertentangan kaitannya dengan rukun 
kewarisan dapat ditemukan dalam tga hal, sebagai berikut;8 
 
6 Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya 
Bakti, hal. 4. 
7 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 4. 
8 Fikri dan Wahidin, Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi 




a. al-muwarriš (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal 
dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, 
seseorang dinyatakan mat berdasarkan sebab. 
b. al-mauruš (harta warisan), harta peninggalan si mat yang akan diwariskan 
setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah 
digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga miraš, 
irš, turaš, dan trkah. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari 
orang yang mewariskan. 
c. al-wariš (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai 
hubungan dengan al-muwarriš baik hubungan itu sebab kekeluargaan 
(nasab) maupun. 
 
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penulis akan melakukan 
analisis terhadap ketentuan hak waris terhadap tanah dan proses balik nama 
pemilik. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 
skripsi: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembagi Waris Hak Atas 
Tanah Di Surakarta. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai Perbuatan 
Melawan Hukum Terhadap Hak Waris Berupa Tanah dan Bangunan, maka 
penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pembagian waris hak atas tanah di Surakarta ? 
2. Apa perbuatan melawan hukum dalam pembagian waris hak atas tanah ? 
3. Bagaimana penyelesaian terjadinya perbuatan melawan hukum dalam 
pembagian hak waris atas tanah ? 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian tentang Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Waris 
Berupa Tanah dan Bangunan memiliki tujuan, diantaranya adalah: 
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1. Untuk mengetahui pembuktian status tanah yang menjadi hak waris. 
2. Untuk mengetahui proses balik nama terhadap hak atas tanah dan bangunan 
hak waris 
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap perbuatan melawan hukuk 
terhadap hak waris berupa tanah dan bangunan. 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian tentang Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Waris 
Berupa Tanah dan Bangunan memiliki manfaat, diantaranya adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah 
pengetahauan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya  dan memperkaya 
pengembangan ilmu pengetahuan perdata. 
2. Manfaat Praktis 
Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi 
masyrakat atau korban serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan 
masyarakat dan para pihak terkait dengan tanah warisan. 
E. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Masalah 
 Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-empiris, merupakan 
pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa KUHPerdata dan 
Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
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pokok Agraria terhadap realita yang ada mengenai Perbuatan Melawan 
Hukum Terhadap Hak Waris Berupa Tanah dan Bangunan. 
2. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan 
penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang Perbuatan Melawan 
Hukum Terhadap Hak Waris Berupa Tanah dan Bangunan. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
4. Jenis Data 
 Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan 
memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum 
Terhadap Hak Waris Berupa Tanah dan Bangunan. 
 Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan 
perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder 
merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun 
majalah yang terkait dengan pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum 





5. Tekhnik Pengumpulan Data 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 
distro Hoofd Awsm dan supplier, Surapihak Badan Pertanahan Nasional 
Surakarta dan Pihak Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan 
terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Waris Berupa 
Tanah dan Bangunan. 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan 
BAB II: LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Warisan 
1. Pengertian Pewaris dan Ahli Waris 
2. Jenis Warisan 
3. Dasar Hukum Warisan 
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B. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 
1. Pengertian Tanah 
2. Jenis Hak Milik Atas Tanah 
C. Proses Peralihan Tanah Warisan 
D. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan 
1. Litigasi 
2. Non Litigasi 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pembuktian Status Tanah Yang Menjadi Hak Waris 
B. Proses Balik Nama Terhadap Hak Atas Tanah Dan Bangunan Hak Waris 
C. Proses Penyelesaian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak 
Waris Berupa Tanah Dan Bangunan 
BAB IV: PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
